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Berdasarkan pada permasalahan dan hasil penelitian yang telah 
diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam pemberantasan kasus 
tindak pidana korupsi di  Kabupaten Sleman adalah dengan melakukan 
penyelidikan yang diawali adanya informasi indikasi peristiwa korupsi. 
Selanjutnya ditindaklanjuti dengan pembuatan dan penerbitan surat 
perintah operasi intelijen yustisial. Pelaksana Intelijen melakukan 
pengumpulan data dan pengumpulan bahan keterangan. Data dan bahan 
keterangan yang berhasil dihimpun kemudian dianalisa untuk ditarik suatu 
kesimpulan dan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Operasi Intelijen 
Yustisial yang selanjutnya secara berjenjang disampaikan kepimpinan 
sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan menentukan langkah 
berikutnya. 
2. Kendala yang dihadapi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Sleman dalam 
mengungkap kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman antara lain, 
modus operandi korupsi yang biasanya rapi didukung intelektualitas calon 
tersangka, personil intelijen yang masih kurang baik secara kuantitatif 
maupun kualitatif, dan keterbatasan sarana dan prasarana dalam 





Berdasarkan pada kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran 
sebagai berikut: 
1. Perlu diberikan kewenangan yang jelas antara penyelidikan yang 
dilakukan oleh Kejaksaan dengan instansi yang lain, seperti Polisi dan 
KPK agar tidak terjadi benturan kepentingan. 
2. Perlu diperbanyak SDM Kejaksaan dibidang intelijen agar pelaksanaan 
tugasnya dapat berjalan lancer tanpa terkendala dengan jadwal siding dan 
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Peraturan Pemeontah Nomor 4 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembang3n di
Indonesia;
Peraturan Menteo Oalam Negeri Nomor 20 Tahun 201 I Pedoman Penelitian dan tJeflQe!mban~Jan
dan f-Iernermt<:IO
Peraturan Gubemur Oaerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 2008, Tugas dan Fungsi
Lin~::}KUnq(~nSekretariat Oaerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah.
Peraturan Gubemur Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi
Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
DUJINKAN untuk melakukan kegiatan surveifpenelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama : NIKKO WeOA PRADEKA NIP/NIM: 120511027
Alamat : FAKULTAS HUKUM , ILMU HUKUM , UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul : PERAN INTELIJEN DALAM PEMBERANTASAN KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI
Lokasi
Waktu :15 APRIL 2016 sid 15 JULI 2016
Oengan Ketentuan
1. Menyerahkan surat keteranganlijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/stu9i lapangan *) dan Pemer!ntah Daerah DIY
kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasH penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asH yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperlu8n ilm;ah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berJaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembaH sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Tembusan:
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN





BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800








Peraturan Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Izin 1-It..-::l>.~..I~....11,Lhl~)in.. Izin Kuliah
Dan Izin Praktik
Surat dari Kantor Kesatuan Kab. Siernan
Nomor : 070/Kesbang/1621/2016
















Universitas Atma Jaya Yogyakarta
JI. Mrican BanI Yogyakarta
Tanjung Raya Tanjung Karang Timur Lampung
08977966664
Mengadakari. Penelitian I Pra Survey I Uji Validitas I PKL denganjudul
PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PEMPERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
Kejaksaan Negeri Sternan
Selama 3 Bulan mulai tanggal 19 April 2016 sId 19 JuH.2016
Deugau keteutuan sebagai berikut :
1. Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Carnal/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi
untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaatl ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajtb menyarnpaikan laporan hasilpenelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan
me/alul Kepala Badan Peren.canaan Pembangunan Daerah. .
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintahlnon
pernerintah setempat mernberikan bantuan seperlunya.
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan
setelah berakhimya penelitian.
Tembusan:
1. Bupati Sternan (sebagai laporan)
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
3. Dekan Fak. Hukum VArY
4. Yang Bersangkutan
Dikeluarkan di Sternan
Pada Tatiggal : 19 April 2016
a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sekretaris
~~~~lng Statistik, Penelitian, dan Perencanaan
  
Parasamya 868535 . (0274) 868535
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UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.










Dengan ini mencrangkan bahwa
Dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI" telah melaksanakan riset di Kejaksaan
Negeri Sleman mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan 02 Mei 2016.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
Sleman I 2q Mei 2016.
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